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ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan
bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain
Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan
serta memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata
uang selain Rupiah, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai
penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata
uang selain Rupiah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu Rl No. 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu
RI'No. 24/PMK.011/2012.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa
Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012, diubah
sebagai berikut:

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal 15A vyaitu tentang
memperoleh keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa inggris dans satuan mata uang Dollar Amerika Serikat yang telah diterbitkan
oleh Direktru Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,
namun keputusan dimaksud diketahui rusak, tidak terbaca, hilang atau tidak dapat
ditemukan lagi Wajib Pajak tersebut bermaksud menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat,
Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan kembali atas keputusan dimaksud
kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar. Sehingga atas permohonan Wajib Pajak dimaksud Kepala Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan setelah melakukan penelitian,
dapat menerbitkan kembali keputusan sebagai pengganti keputusan yang rusak, tidak
terbaca, hilang atau tidak dapat ditemukan lagi tersebut, keputusan yang diterbitkan



kembali mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan keputusan yang telah
diterbitkan sebelumnya dan disisipkan juga Pasal 15B yaitu tentang dalam hal
terdapat Wajib Pajak yang terikat perjanjian dengan Pemerintah, yang dalam
perjanjian tersebut mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, dan
perjanjian tersebut telah berakhir, dapat melanjutkan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar amerika Serikat
sepanjang Waijib Pajak dimaksud cakupan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3. Bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin dimaksud kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini
atau satu tahun sejak berakhirnya perjanjian dimaksud. Dalam hal Wajib Pajak
mengajukan permohonan yang sebelumnya telah memperoleh keputusan mengenai
izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, atas keputusan mengenai izin yang
diterbitkan berdasarkan permohonan menggantikan keputusan mengenai izin yang
telah diterbitkan sebelumnya..

Ketentuan Pasal 16 diubah yaitu tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan serta permohonan dan
penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2015 dan diundangkan pada
tanggal 7 Januari 2015.



